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WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN  WALIKOTA  BANJAR
NOMOR 14 TAHUN  2016

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP-PAUD) TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam rangka program pendidikan anak
usia dini, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran
2016;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran dan tertibnya pelaksanaan
kegiatan program Pendidikan Anak Usia Dini melalui pemberian
dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini perlu disusun pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan huruf b, maka Pedoman Penggunaan Dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (BOP-PAUD) Tahun Anggaran 2016, perlu diatur dengan
Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3401);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
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Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014   tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pamerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun
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2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP-PAUD) TAHUN ANGGARAN
2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kota Banjar

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Banjar
7. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam)
tahun yang dilakukan melalui pemberian ransangan pendidikan
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut.

8. Lembaga adalah satuan pendidikan non formal yang
menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini.

9. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (BOP-PAUD) adalah program pemeritah untuk membantu
penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi
satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan pemerintah
kepada anak melalui Satuan PAUD atau lembaga untuk
mendukung kegiatan operasional pembelajaran.

10. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan
pendidikan habis pakai dan biaya penyelenggaraan pendidikan
tak langsung.



4

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini yaitu :
a. pemanfaatan dana BOP PAUD tepat sasaran dalam mendukung

operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien;
dan

b. pertanggungjawaban keuangan dana BOP-PAUD agar
dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan,
akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan.

BAB III
JUMLAH DAN BESAR BANTUAN

Pasal 3

(1) Alokasi dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Perhitungan alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) per satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) atau lembaga merupakan jumlah
peserta didik dikalikan satuan biaya operasional
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tidak
melebihi jumlah dana alokasi Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD).

(3) Dalam hal terdapat kelebihan anggaran Pemerintah Kota
Banjar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat
mengalokasikan kepada satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) atau lembaga yang m,elayani peserta didik di bawah
usia 4 (empat) tahun.

Pasal 4

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (BOP-PAUD) dipergunakan untuk kegiatan operasional
lembaga dan kegiatan yang menunjang pengembangan Standar
Pendidikan pada Satuan Pendidikan dengan rincian sebagai
berikut :
a. besar Dana BOP PAUD diberikan menggunakan perhitungan

jumlah peserta didik dengan satuan biaya sebesar  Rp.
600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik  per
tahun dengan prioritas anak  usia 4 – 6 tahun;

b. satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau lembaga yang layak
mendapatkan alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) adalah yang memiliki
paling sedikit 12 (dua belas) peserta didik;

c. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau lembaga
menerima paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam
juta rupiah);

d. Bila prioritas telah terpenuhi maka kelebihan anggaran
dialokasikan kepada satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau
lembaga yang melayani peserta didik dibawah usia 4 (empat)
tahun; dan
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e. Pemberian kelebihan anggaran dihitung berdasarkan jumlah
peserta didik yang belum mendapatkan alokasi dibagi jumlah
seluruh peserta didik diluar prioritas dikali 100 % (seratus
persen) kali kelebihan anggaran.

Pasal 5

Lembaga dan besaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) untuk tiap-tiap satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Banjar ditetapkan
lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota
ini, sepanjang teknis pelaksanaanya diatur akan diatur lebih
lanjut.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 17 Mei 2016

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 17 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 14


